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MOTTO 
 
 
 
“Mulailah dari tempatmu berada 
Gunakan yang kau punya 
Lakukan ynga kau bisa” 
 
 
(Arthur Ashe) 
 
 
 
 
“Belajarlah mengalah sampai tak ada seorangpun mengalahkanmu dan 
Belajarlah merendah sampai tak ada seorangpun yang merendahkanmu” 
 
 
(Gobind Vashdey) 
 
 
 
“Tidak ada balasan kebaikan 
Kecuali kebaikan (pula)” 
 
 
(QS AR-Rahman ayat 60) 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Secara demografis Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan 
perekonomian muslim. Hal itu disebabkan karena dua ratus juta lebih 
penduduk Indonesia beragama Islam. Dari keadaan tersebut penduduk muslim 
Indonesia mampu untuk membuat pemerataan pendapatan melalui Lembaga 
Amil Zakat, Infaq dan Sedekah. Lembaga tersebut bertujuan untuk 
mengembangkan perekonomian Islam yang telah mengakar kuat kepada 
seluruh umat Islam. 
Zakat, Infaq dan sedekah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 
dipungkiri bagi muslim yang mampu. Dengan cara memberikan sebagian harta 
yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya yaitu cara seorang 
muslim melaksanakan zakat sesuai dengan aturan syariah. Dasar perintah 
membayar zakat terdapat dalam Al Qur’an surat At Taubah Ayat 103 yang 
artinya sebagai berikut : 
”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 
menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu 
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui” (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, 2000). 
Infaq atau sedekah merupakan salah satu cara orang yang mampu 
mrnyalurkan sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu dan 
membutuhkannya. Himbauan dalam melaksanakan infak/sedekah yang 
dijelaskan 
 
 
 
dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 254. Isi dari surat Al Baqarah tersebut 
sebagai berikut : 
“ Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari 
rezekimu yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari 
ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada 
lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim” (Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur’an, 2000). 
 
Fungsi dari organisasi pengelola zakat infaq dan sedekah didirikan yaitu 
membantu umat muslim menyalurkan sebagian harta yang dimiliki untuk zakat 
infaq dan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Dana yang sudah 
dikumpulkan oleh muzakki kemudian disalurkan kepada beberapa golongan 
yang membutuhkan dana tersebut seperti orang fakir, pengelola zakat, mu’alaf, 
budak, orang yang berhutang, dan orang yang sedang melakukan perjalanan di 
jalan Allah. 
Dalam organisasi pengelola zakat minimal memiliki beberapa prinsip 
seperti amanah, transparan dan ikhlas dalam mengelola dana zakat infaq dan 
sedekah. Amanah yaitu orang tersebut harus bisa dapat di percaya untuk 
mengelola dana szakat yang diberikan oleh muzakki. Transparan yaitu 
organisasi pengelola zakat infaq dan sedekah harus mampu memberikan 
laporan pengelola zakat infaq dan sedekah kepada orang pengguna laporan. 
Adapun PSAK 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah 
merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga 
diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan 
pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat 
serta mengawasi pengelolaannya. Standar ini bertujuan untuk mengatur 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq 
dan sedekah.  
 
 
 
Standar tersebut juga berlaku untuk amil yang menyalurkan dan menerima zakat, 
infaq dan sedekah (https://kupdf.com/download/psak-109-akuntansi-zakat-dan-
infak_59ce58 6c08bbc53e51686f3e_pdf). Dalam Akuntansi Zakat, infaq dan 
sedekah, ada beberapa definisi yang digunakan sebagai pernyataan-pernyataan 
yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 109. Berikut 
definisi dari pernyataan-pernyataan tersebut : 
 
1. Amil : adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya atau 
pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang 
yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan 
sedekah. 
2. Dana Amil : adalah bagian amil atas zakat, infaq atau sedekah serta dana 
lain yang oleh pemberiannya khusus bagi amil. Dana amil digunakan untuk 
pengelolaan amil. 
Dari pernyataan standar tersebut juga memiliki karakteristik, sebagai 
berikut : 
 
1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh Muzaki 
kepada Mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan 
zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak 
periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukkannya. 
2. Infak/Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak 
ditentukan peruntukkannya oleh pemberi infak/sedekah. 
3. Zakat dan Infak/Sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai 
dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. 
4. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya 
fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau 
ditangguhkan untuk tidak segera 
 
 
 
Disalurkan (https://boutiquesoftware.wordpress.com/software-bmt-pak-
kopsyah/i nformasi-bmtbtm/psak-109-akuntansi-zakat-dan-infaksedekah/ ). 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak 
tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. ED PSAK 
No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan 
bentuk laporan transaksi zakat dan infak/sedekah yang semakin komplek. Dengan 
menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat dan 
infak/sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya. Sejak 2008 ED 
PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada 
tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi Zakat dan 
Infak/Sedekah telah disahkan, akan tetapi masih banyak organisasi pengelola 
zakat dan infak/sedekah belum menerapkannya. Hal tersebut disimpulkan dari 
penelitian-penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK No. 109 
Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penelitian ini dapat 
diidentifikasi permasalahn sebagai berikut: 
1. Demikian pesatnya pertumbuhan organisasi pengelola zakat juga begitu 
besar potensi dan pengumpulan zakat, kenyataanya masih belum mampu 
mengatasi kemiskinan di negeri ini. Begitu besar dampak yang ditimbulkan 
dari kemiskinan tersebut seperti pengemis, peminta-minta, anak putus 
sekolah, pengangguran, kriminalitas yang tinggi, dan lain-lain. 
 
 
 
2. Masih terdapat beberapa organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan 
standar akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK Syariah No. 109. Disisi 
lain UU zakat mewajibkan kepada lembaga zakat untuk diaudit secara 
independen atas laporan keuangannya. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 
Agar penelitian tidak melebar, perlu adanya batasan dalam melakukan 
penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana 
Zakat Infaq Sedekah pada LAZISNU Kabupaten Sragen yang meliputi program 
penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, serta pola akuntansi ZIS yang diterapkan 
pada LAZISNU Kabupaten Sragen ditinjau berdasarkan PSAK No. 109. 
 
 
1.4 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana penerapan akuntansi 
zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 109 dalam penyajian laporan 
keuangan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdatul Ulama Cabang 
Sragen ? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, 
maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, 
infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan 
pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdatul Ulama Cabang Sragen. 
 
 
 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penulis  
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang akuntansi zakat, 
infaq dan sedekah serta penerapannya pada suatu Organisasi Pengelola Zakat 
(OPZ). Khususnya Lembaga Amil Zakat, infaq/sedekah Nahdatul Ulama 
Cabang Sragen. 
2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 
 
Penelitian ini diharapkan bisa menambah masukan sebagai 
bahan pertimbangan dari penelian ini tentang akuntansi zakat, infaq dan 
sedekah secara benar dan sesuai dalam penyusunan laporan keuangan pada 
organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah, Khususnya Lembaga Amil 
Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdatul Ulama Cabang Sragen. 
3. Pihak Lain 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan Akuntansi 
zakat, infaq dan sedekah tentang penerapan akuntansi zakat bagi yang 
membacanya dan juga dapat digunakan sebagai sumber data sekunder bagi 
penelitian berikutnnya. 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 109 untuk 
akuntansi zakat, infak/sedekah. PSAK 109 ini akan menyeragamkan pencatatan 
pada lembaga pengelola zakat yang selama ini sebagian besar menggunakan 
PSAK 45 untuk organisasi non laba. Sebelum ada PSAK 109, lembaga pengelola 
zakat telah membuat laporan keuangan tetapi tidak ada keseragaman antara satu 
lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat yang lain. Hal ini tentu 
menyulitkan bagi berbagai kalangan untuk memahami maksud dan tujuan dari 
laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan seharusnya informatif dan dapat 
 
 
 
dibandingkan antara laporan keuangan lembaga pengelola zakat satu dengan 
lembaga pengelola zakat yang lain. 
Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 adalah laporan posisi 
keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, 
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan 
penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak, dan 
sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan 
dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas 
laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang 
menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. 
Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan 
prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh 
angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 
Penelitian ini disusun dengan beberapa bab atau bagian yaitu : 
 
BAB I menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II membahas tentang berbagai topic yang relevan dengan penelitian ini, 
yang berasal dari sumber perpustakaan, literatur-literatur, artikel, internet dan 
bacaan lainnya yang relevan dan sesuai dengan penelitian tersebut. 
BAB III membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data dan metode analisis. 
BAB IV membahas mengenai perlakuan akuntansi zakat pada objek 
penelitian secara deskriptif yang meliputi pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan. 
 
 
 
BAB V pemberian kesimpulan, serta saran yang terkait dengan pembahasan, 
dan permasalahan yang ada. 
 
 
 
BAB II 
 
KAJIAN TEORI 
 
 
2.1 Konsep Dasar Zakat, Infaq Shodaqoh 
 
2.1.1. Pengertian Zakat 
 
Ditinjau dari segi bahasa (Lughah), menurut orang Arab, kata zakat 
merupakan kata dasar (masdar) dari kata zakaa yang berarti suci, berkah, tumbuh 
dan terpuji. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluatkan zakat 
diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih (Al-Qardhawi, 1999: 34). 
Secara terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta 
tertentu yang telah mencapai nishab yang di wajibkan oleh Allah untuk 
dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan 
tertentu pula. 
Makna zakat menurut bahasa bermakna menyucikan karena zakat akan 
mengembangkan pahala pelakunya dan membersihan dari dosa. Sedangkan makna 
dari zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang khusus, dan dibagikan 
dengan syarat-syarat tertentu juga (Mu’is, 2011 : 22). 
Menurut PSAK NO.109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 
muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya (Mustahiq). 
Infaq merupakan suatu kegiatan mengeluarkan harta baik zakat 
maupun non zakat. Infaq dibedakan menjadi dua yaitu infaq wajib dan sunnah. 
Infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat dan nadzari. Sedangkan infaq 
yang sunnah diantaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, Infaq bencana 
alam, dan infaq kemanusiaan. 
 
 
 
Menurut PSAK NO. 109, infaq /sedekah yaitu harta yang diberikan 
secara sukarela oleh pemiliknya baik ditentukan maupun tidak ditentukan. 
Sedekah yaitu pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang 
membutuhka, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa 
disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun 
jumlahnya (Mu’is, 2011 : 23). 
2.1.2 Hukum dan Landasan Kewajiban Zakat 
 
Zakat menjadi salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta 
benda dan bertujuan kemasyarakatan. Sangat banyak Al-Qur’an yang 
menyebutkan perihal zakat dengan ungkapan yang beraneka ragam disertai pula 
dengan ancaman-ancaman terhadap para wajivb zakat yang mengabaikannya. 
Dalam ayat Al-Qur’an, kewajiban zakat disebutkan bersama-sama dengan 
kewajiban shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban zakat adalah sama 
pentingnya dengan kewajiban shalat, keduanya merupakan sendi-sendi agama 
Islam. 
Fakhrudin (2008:18) yang dikutip dalam ensiklopedi Al-Qur’an 
mengatakan bahwa kalimat zakat dalam Al-Qur’an disebutkan secara ma’rifat 
sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya terdapat dalam surat makiyah dan selainnya 
terdapat dalam surat-surat madaniyah. 
2.1.3 Macam-Macam Zakat 
 
Ahmad (2013) Dalam bukunya Manajemen Baitul Mal, secara umum 
zakat terbagi pada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat Mal. Adapun 
penjelasannya sebagai berikut : 
 
 
 
1. Zakat Fitrah 
Zakat fitrah (zakat nafs) adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam 
setahun oleh setiap muslim, jumlahnya sebanyak satu sha’ (3,5 liter/2,5 kg) per 
jiwa, yang didistribusikan pada 1 syawal atau sebelum sholat Idul Fitri. 
 
2. Zakat Harta (Mal) 
 
Zakat Mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu 
(tidak terikat waktu), mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil 
laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang 
masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. 
2.1.4 Harta Yang Wajib Dikeluarkan 
 
Didalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan 
zakat Bab IV Pasal 11, zakat terdiri atas: 
1. Zakat mal yang berkaitan dengan harta dan zakat fitrah yang berkaitan 
dengan jiwa. 
2. Harta yang di kenai zakat adalah: 
 
a.Emas, perak, dan uang. 
 
Emas dan perak yang dimiliki jika samapi nishab, wajib 
dikeluarkan zakatnya setiap tahun, sebagaimana firman Allah SWT 
dalam surat At Taubah ayat 34-35: 
“Hai Orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari 
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan 
harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) 
dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan 
tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada 
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari 
dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar 
dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan 
 
 
 
kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk 
dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang 
kamu simpan itu”. 
 
Besarnya nishab untuk emas jika telah mencapai 85 gram dan perak 595 gram jika 
telah berlalu setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. 
Sebagian besar ulama memandang bahwa zakat uang itu, wajib, karena 
uang atau uang kertas (banknote) kedudukannya sama dengan emas dan perak 
dalam penggunaannya, dan ia dapat dipertukarkan dengan perak tanpa ada 
kesulitan. 
b. Perdagangan dan perusahaan. 
 
Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan 
kepada barang-barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak, 
seperti pound dan riyal, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita 
(Arifin, 2011:93). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-
Baqarah ayat 2 : 
“Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi 
untuk kamu”. 
 
c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Zakat pertanian 
adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen mencapai 
nishab. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an (Al-An’am 6:141): 
“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, 
dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan 
kepada  fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai oran-orang yang berlebihan”. 
 
Menurut pendapat yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam buku yang 
ditulis Gus Arifin (2011) menyatakan bahwa, jika seorang nelayan atau 
perusahaan pengelolaan hasil laut, menangkap ikan kemudian hasil tersebut 
 
 
 
dijual, dan mencapai nishab/mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat 
(setara dengan 85 gram emas murni) maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti 
zakat niaga/perdagangan yaitu 2,5%. 
d. Hasil Pertambangan 
 
Barang tambang merupakan benda-benda yang ada didalam bumi 
yangmempunyai nilai ekonomis baik berbentuk padant maupun cair (Seperti 
emas, perak, bensin) dan gas. Ada juga yang dari laut seperti mutiara dll. 
Besarnya nishab dari hasil barang tambang adalah senilai 85 gram emas, 
mak wajib mengeluarkan zaktanya sebesar 2,5 %, dengan cara menghitung nilai 
barang tambang, jika mencapai nishab, langsung zakatnya dikeluarkan tanpa harus 
menunggu tahun berlalu. 
Zakat Peternakan adalah kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu 
kambing/domba, unta, dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut dimasukan kedalam 
kelompok barang dagangan (Arifin, 2011:63). 
Zakat peternakan merupakan kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu 
kambing/domba, unta, dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut, dimasukkan 
kelomok barang dagangan (Arifin, 2011:63). 
 
2.1.5 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat 
 
Zakat menurut Al-Qur’an tidak diperbolehkan kepada sembarang orang. 
 
Berikut uraian penjelasan golongan yang berhak menerima zakat : 
 
 
 
1. Fakir 
 
Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai cukup harta atau penghasilan 
yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat 
tinggal) dan kebutuhan pokok lainnya. Berdasarkan kepentingan ini, Al-Qur’an 
 
 
 
telah menyediakan sebagian dari dana zakat untuk memenuhi kebutuhan orang-
orang fakir yang menderita. 
2. Golongan Miskin 
 
Golongan miskin tidak jauh beda dengan golongan fakir dalm hal sama-
sama memperoleh manfaat dari dana zakat. Orang miskin adalah mereka yang 
mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup layak dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 
3. Para Amil Zakat 
 
Amil Zakat adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk 
melakukan pemungutan, pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan dan pembagian 
zakat. Syarat amilin diantaranya muslim yang taat , mukallaf,amanah, memahami 
hukum zakat dan professional. 
4. Golongan Muallaf 
 
Penerimaan zakat golongan keempat adalah orang-orang yang baru masuk 
Islam atau kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan dan 
menegakan Islam. Tujuan pemberian zakat terhadap orang-orang yang baru 
masuk Islam guna menguatkan iman mereka dan menarik hati.  
5. Riqab 
 
Riqap adalah membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya dari 
perhambaanya. Al-Qur’an surat At-taubah ayat 60 bermakna pula menggerakkan 
umat Islam agar melepaskan budak serta berusaha menghapus perbudakan. 
Pemberian dana terhadap kelompok ini sudah tertutup, dikarenakan tidak adanya 
perbudakan. Maka dana zakat ini bisa disalurkan pada pengrajin. 
6. Gharim 
 
 
 
 
Gharimin adalah orang-orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar, 
yang hutangnya itu bukan karena maksiat, penghaburan, atau safahah (kebodohan, 
belum dewasa), dan lain-lain. 
7. Fii Sabilillah 
 
Fii Sabilillah diperuntukan bagi aktivis dakwah dengan berbagai penunjangnya 
atau bisa disebut orang-orang yang berjuang dijalan Allah. 
8. Ibnu Sabil 
 
Ibnu Sabil adalah musafir atau orang yang kehabisan harta/ongkos diperjalanan 
dan tidak dapat mempergunakan hartanya 
 
2.1.6. Hikmah Zakat 
Meskipun zakat adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak 
fakir miskin dan lainnya, namun sangat besar pula hikmah yang di peroleh para 
wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. sesuai dengan arti zakat yang antara 
lain adalah Suci, maka zakat itu diwajibkan dengan tujuan agar dapat menyucikan 
hati wajib zakat dari sifat kikir yang merupakan watak pembawaan manusia. 
Dilihat dari segi harta yang dibayarkan, zakat dapat diartikan membersihkan harta 
dari hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya. 
Demikian, jika zakat tidak dibayarkan, itu berarti bahwa harta orang kaya itu 
dikotori oleh hak/harta orang lain yang belum dibayarkan. Sedang dari segi 
ekonomi, zakat dapat mewujudkan keseimbangan didalam distribusi dan 
kepemilikan harta juga keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. 
 
Dilihat dari segi agama, berarti telah menjalankan salah satu dari rukun 
Islam yang mengantarkan seorang muslim kepada suatu kebahagiaan dan 
keselamatan dunia maupun akhirat. Merupakan sarana seorang muslim untuk 
 
 
 
mendekatkan diri kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena 
keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. 
 
2.1.7 PSAK Syariah No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah 
 Pernyataan Stndar Akuntansi (PSAK) 109 Tentang  Zakat Infaq/Sedekah  
merupakan Standar yang berlaku lagi Pengelola Zakat dalam 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan dari 
Muzakki.  
 
1) Pengakuan dan Pengukuran 
Pengakuan Awal 
a. Zakat 
1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. 
2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: 
a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterim 
Kas – Dana Zakat     xxx 
  Dana Zakat     xxx 
b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas 
tersebut 
Aset non kas    xxx 
  Dana Zakat     xxx 
 
3) Penentuan Nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga 
pasar. Jika harga pasar tidar tersedia, maka dapat menggunakan metode 
penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang 
relevan.   
 
 
 
4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan 
dana zakat untuk bagian nonamil. 
Jurnal : 
Dana Zakat     xxx 
Dana Zakat – Amil    xxx 
Dana Zakat – NonAmil   xxx 
5) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing 
mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan 
kebijakan amil.  
6) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran 
zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui 
sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee 
maka diakui sebagai penambah dana amil. 
Jurnak saat mencatat penerimaan fee : 
Kas – Dana Zakat   xxx 
 Dana Zakat – Amil   xxx 
 
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal  
Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang 
ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang 
dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.  
Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai : 
a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian 
amil 
 
 
 
 
Jurnal : 
Dana Zakat – Non Amil     xxx 
  Aset Nonkas   xxx 
b) Kerugian dan pengurang dana amil, Jika disebabkan oleh kelalaian 
amil 
Jurnal : 
Dana – Amil Kerugian   xxx 
  Aset Non Kas   xxx  
 
Penyaluran Zakat 
Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana 
zakat sebesar : 
a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas 
Jurnal : 
Dana Zakat – Non Amil  xxx 
 Kas – Dana Zakat   xxx 
b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas 
Jurnal : 
Dana Zakat – Non Amil  xxx 
 Aset Non Kas – Dana Zakat   xxx 
 
b. Infaq/Sedekah 
Pengakuan Awal 
1) Infaq/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau 
tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar : 
 
 
 
a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; 
Kas – Dana Infaq/Sedekah  xxx 
  Dana Infaq/Sedekah   xxx 
b) Nilai wajar, Jika dalam bentuk nonkas; 
Aset Nonkas (nilai wajar) – Lancar Dana Infaq  xxx 
Aset Nonkas (Nilai wajar) – Tidak Lancar Dana Infaq xxx 
  Dana Infaq/Sedekah   xxx 
2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar 
untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat 
menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur 
dalam PSAK  yang relevan.  
3) Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan 
dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah. 
Jurnal : 
 Dana Infaq/Sedekah  xxx 
   Dana Infaq/sedekah   xxx 
   Dana Infaq/Sedekah – Nonamil xxx 
4) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah 
ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.  
 
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 
Infaq/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset 
nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar. Aset tidak lancar yang 
diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai wajar saat 
penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusustan 
 
 
 
dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah 
terikaapabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh 
pemberi.  
Jurnal saat mengakui penyusustan aset tidak lancar : 
Dana-Non amil   xxx 
 Akumulasi Penyusutan Aset Non Lancar  xxx 
Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh 
pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. 
Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset 
yang memiliki umur ekonomi panjang. 
Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset 
nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang 
relevan. Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai: 
a) Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh 
kelalaian amil 
Jurnal 
Dana Infaq/Sedekah – Nonamil  xxx 
 Aset Nonkas – Dana Infaq/Sedekah  xxx 
Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil 
Jurnal 
Dana – Kerugian    xxx 
 Aset Nonkas – Dana Infaq/Sedekah  xxx 
Dalam hal ini amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset 
(nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, Maka aset tersebut harus 
dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.  
 
 
 
 Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam 
jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil 
dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah. 
Jurnal :  
Kas/Piutang – Infaq/Sedekah  xxx 
  Dana Infaq/Sedekah   xxx 
 
Penyaluran Infaq/Sedekah 
Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana 
infaq/sedekah sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas 
Jurnal 
Dana Infaq/Sedekah – Non amil xxx 
 Kas  - Dana Infaq/Sedekah  xxx 
Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas 
Jurnal:  
Dana Infaq/Sedekah – Non Amil  xxx 
  Aset Non kas – Dana Infaq/Sedekah  xxx 
Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan 
penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak 
akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut. 
Jurnal:  
Dana Infaq/Sedekah   xxx 
  Kas – Dana Infaq/Sedekah  xxx 
 
 
 
Penyaluran infaq/Sedekah kepada penerima akhir dalam skema 
dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak 
mengurangi dana infaq/sedekah. 
Jurnal: 
Piutang – Dana Infaq/Sedekah xxx 
  Kas – Dana Infaq/Sedekah  xxx  
  
c. Dana Non halal 
Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan 
yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro 
atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada 
umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan 
oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.  
Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah 
dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal 
disalurkan sesuai dengan syariah. 
2) Penyajian 
Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan 
dana nonhalal secara dalam neraca (laporan posisi keuangan).  
3) Pengungkapan 
a. Zakat 
Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 
zakta, tetapi tidak terbatas pada: 
1) Kebijakan penyaluran zkat, seperti penentuan skala prioritas 
penyaluran, dan peneriman; 
 
 
 
2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas 
penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan 
konsistensi kebijakan; 
3) Metode penetuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat 
berupa aset nonkas; 
4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban 
pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan 
5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: 
a) Sifat hunbungan istimewa; 
b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 
c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran 
selama periode.  
 
b. Infaq/Sedekah 
Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 
infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: 
1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 
infaq/sedekah berupa aset nonkas; 
2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan 
infaq/sedekah, seperti pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; 
3) Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas 
penyaluran, dan penerimaan; 
4) Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi 
dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan 
 
 
 
presentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode 
pelaporan serta alasannya; 
5) Hasil yang diperoleh dari dari pengelolaan yang dimaksud di atas (poin 4) 
diungkapkan secara terpisah; 
6) Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan 
bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh 
penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya; 
7) Rincian jumlah penyaluran dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah 
beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh 
penerimaan infaq/sedekah; 
8) Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak 
terikat; 
9) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq/sedekah yang 
meliputi: 
a) Sifat hubungan istimewa: 
b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 
c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total 
penyaluran selama periode. 
Selain membuat pengungkapan di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut: 
1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai 
kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dan, alasan, dan 
jumlahnya; 
2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 
infaq/sedekah.  
4) Laporan Keuangan Amil 
 
 
 
 Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari: 
a. Neraca 
Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) 
dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, 
tetapi tidak terbatas pada: 
Aset; 
1) Kas dan Setara kas 
2) Instrumen keuangan 
3) Piutang 
4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan  
Kewajiban; 
1) Biaya yang masih harus dibayar 
2) Kewajiban imbalan kerja 
 
Saldo dana; 
1) Dana Zakat 
2) Dana infaq/sedekah 
3) Dana Amil  
4) Dana non halal 
 
 
 
Ilustrasi I 
Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 
BAZ “XXX” 
Per 31 Desember 2XX2 
Keterangan  Rp Keterangan  Rp 
Aset   Kewajiban    
        
Aset lancar   Kewajiban jangka pendek   
Kas dan Setara kas  xxx Biaya yang masih harus xxx 
Instrumen keuangan  xxx dibayar   
Piutang xxx     
        
    Kewajiban jangka    
    panjang   
    Imbalan kerja jangka   
    panjang xxx 
        
Aset Tidak lancar   Jumlah kewajiban xxx 
        
Aset tetap xxx Saldo Dana xxx 
Akumulasi Penyusutan (xxx) Dana zakat xxx 
    Dana infaq/sedekah xxx 
    Dana Amil xxx 
    Dana nonhalal  xxx 
    Jumlah dana xxx 
Jumlah aset xxx Jumlah Kewajiban xxx 
  dan Saldo Dana   
(Sumber: diadaptasi dari ED PDAK 109 tentang zakat dan 
infaq/sedekah) 
b. Laporan Perubahan Dana 
Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, 
dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak 
terbatas pada pos-pos berikut: 
Dana Zakat 
1) Penerimaan dana zakat 
a) Bagian dana zakat 
 
 
 
b) Bagian amil 
2) Penyalur dana zakat 
a) Entitas amil lain  
b) Mustahiq lainnya 
3) Saldo awal dana zakat 
4) Saldo akhir dana zakat 
Dana Infaq/Sedekah  
1) Penerima dana infaq/sedekah 
a) Infaq/sedekah terikat (muqayyadah) 
b) Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 
2) Penyaluran dana infaq/sedekah  
a) Infaq/sedekah terikat (muqayyadah) 
b) Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 
3) Saldo awal dana infaq/sedekah 
4) Saldo akhir dana infaq/sedekah 
Dana Amil 
1) Penerimaan dana amil 
a) Bagian amil dari dana zakat 
b) Bagian amil dari dana infaq/sedekah 
c) Penerimaan lainnya 
2) Penggunaan dana amil 
a) Beban umum dan administrasi 
3) Saldo awal dana amil 
4) Saldo akhir dana amil 
Dana nonhalal 
 
 
 
1) Penerimaan dana non halal 
a) Bunga Bank 
b) Jasa giro 
c) Penerimaan nonhalal lainnya 
2) Penyaluran dana nonhalal 
3) Saldo awal dana nonhalal 
4) Saldo akhir dana nonhalal 
 
  Ilustrasi 2 
DANA ZAKAT   
Penerimaan   
Penerimaan dari muzakki   
    Muzakki entitas xxx 
    Muzakki individual xxx 
Hasil Penempatan xxx 
Jumlah penerimaan dana zakat xxx 
Bagian amil atas penerimaan dana zakat xxx 
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil xxx 
    
Penyaluran   
Fakir-Miskin (xxx) 
Riqab (xxx) 
Gharim (xxx) 
Muallaf (xxx) 
Sabilillah (xxx) 
Ibnu Sabil (xxx) 
Jumlah penyaluran dana zakat (xxx) 
Surplus (defisit) xxx 
Saldo awal xxx 
Saldo akhir xxx 
    
DANA INFAK/SEDEKAH   
Penerimaan   
Infaq/sedekah terikat atau muqayyah xxx 
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah xxx 
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/sedekah (xxx) 
Hasil pengelolaan  xxx 
 
 
 
Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah xxx 
    
Penyaluran    
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah (xxx) 
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah (xxx) 
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (xxx) 
    (Misal beban penyusustan dan penyisihan)   
Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah (xxx) 
Surplus (defisit) xxx 
Saldo awal xxx 
saldo akhir xxx 
 
 
 
 
DANA AMIL   
Penerimaan   
Bagian amil dari dana zakat xxx 
Bagian amil dana dana infak/sedekah xxx 
Penerimaan lainnya xxx 
Jumlah penerimaan dana amil xxx 
    
Penggunaan    
Beban pegawai (xxx) 
Beban penyusutan (xxx) 
Beban umum dan administrasi lainnya (xxx) 
Jumlah penggunaan dana amil (xxx) 
Surplus (defisit) xxx 
Saldo awal xxx 
Saldo akhir xxx 
    
DANA NONHALAL   
Penerimaan   
Bunga bank xxx 
Jasa giro xxx 
Penerimaan nonhalal lainnya xxx 
Jumlah penerimaan dana nonhalal xxx 
    
Penggunaan   
Jumlah penggunaan dana nonhalal (xxx) 
Surplus(defisit) xxx 
Saldo awal xxx 
Saldo akhir xxx 
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah   
dana amil dan dana nonhalal xxx 
 
 
 
c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang 
mencakup tetapi tidak terbatas pada: 
1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar 
2) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi 
penyusutan  
3) Penambahan dan pengurangan 
4) Saldo awal 
5) Saldo akhir 
6)  
Ilustrasi III 
Laporan Perubahan Aser Kelolaan 
BAZ “XXX” 
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2 
 
  Saldo  Penam Pengu Penyi Akumulasi Saldo  
  awal bahan rangan sihan penyusutan akhir 
Dana infak/             
sedekah-aset             
kelolaan 
lancar             
(misal 
piutang             
berglulir) xxx xxx (xxx) (xxx) -  xxx 
              
Dana infak/             
sedekah-aset             
kelolaan 
tidak             
lancar (misal              
rumah sakit             
atau sekolah) xxx xxx (xxx) -  (xxx) xxx 
(Sumber: Diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah) 
 
 
 
 
a. Laporan Arus Kas 
Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: 
Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. 
b. Catatan atas Laporan Keuangan 
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan 
PSAK 101: 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. 
D. Rerangka Konseptual 
 Dari Penjelasan landasan teori dan teori-teori yang relevan, 
pembahasan mengenai realitas penerapan PSAK 109 yang sesuai dengan 
nilai-nilai syariah dalam hal ini untuk menciptakan perilaku amanah 
sehingga akuntabilitas sebagai khalifatullah fil ardh  dapat tercapai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Desain Penelitian 
 
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Adapun menurut (Sugiyono,2014) Metode kualitatif dapat diartikan 
sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 
alamiah, dimana penelitian sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triagulasi (gabungan), teknik analisis data bersifat kualitatif dan 
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 
Penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu potensi atau 
permasalahan. Masalah merupakan “penyimpangan” dari apa yang seharusnya 
dengan apa yang terjadi, penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan, 
penyimpangan antara teori dan praktek, dan penyimpangan antara aturan dan 
pelaksanaan. 
Bersamaan dengan metode yang digunakan adalah kualitatif maka dalam 
hal ini peneliti harus ikut berpartisipasi dengan hal yang diteliti, peneliti 
melakukan analisis data selama proses penelitian dan juga sebagai instrumen, 
yaitu penerapan ZIS pada LAZISNU Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini berangkat dari sebuah teori akuntansi zakat yang dipelajari 
melalui PSAK 109 tentang keuangan organisasi nirlaba. Penelitian ini 
menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi zakat di LAZISNU Sragen 
dengan ditinjau berdasarkan PSAK 109. 
 
 
 
3.2 Subyek Penelitian 
 
 Subjek penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel 
yang diteliti. Subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber data untuk 
mendapatkan informasi pada penelitian ini adalah Bidang Program, Keuangan, 
Pelaporan LAZISNU Kabupaten Sragen. 
3.2.1 Tempat Penelitian 
Penelitian akan dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah 
Nahdatul Ulama yang terletak di Jl. Diponegoro No. 80 Sragen, karena lembaga 
tersebut merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berkhidmat memberdayakan 
masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (Zakat, Infaq, 
Sedekah, dan Wakaf) serta dana lain yang halal dan sesuai hukum, baik 
perseorangan, lembaga, maupun perusahaan. 
 
3.2.2 Waktu Penelitian 
 
Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunksn penulis, mulai dari 
pengajuan judul penelitian, rencana penyusunan proposal penelitian, pengumpulan 
data-data hingga laporan hasil penelitian. Penelitian dilakukan Desember 2018. 
 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
 
Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, 
penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data dan informasi 
diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan sebagai 
berikut: 
 
 
 
a. Dokumentasi 
Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen 
rapat, catatan harian dan sebagainya. Melalui metode dokumentasi, peneliti 
gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait dengan Laporan Akuntansi 
Zakat, Infaq/sedekah, diantaranya, Profil perusahaan, Laporan Tahunan, 
Dokumen Penelitian, Struktur Perusahaan, Panduan PSAK 109, Laporan atau data 
yang berkaitan dengan zakat, infaq/sedekah, foto-foto dokumenter, dan 
sebagainya.  
 
b. Wawancara  
 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 
oleh dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di 
wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti 
menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan 
sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari 
jawaban atas hipotesis.  
Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur 
(tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan 
disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksud agar pembicaraan dalam 
wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari 
pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan 
umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika 
kegiatan wawancara berlangsung.  
 
 
 
c. Studi Kepustakaan 
 yaitu penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini. Hal 
ini dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari 
sebagai pembahasan masalah dalam penelitian ini, untuk melengkapi informasi 
penulis juga mengutip beberapa artikel yang di akses di dalam internet. 
 
 
3.4 Teknik Analisis Data 
 
Bogdan dan Biklen (1982) dalam buku Moleong (2005) menjelaskan 
bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola (reduksi 
data), mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan kepada orang lain. 
Selanjutnya menurut Seiddel (1998) dalam Moleong (2005), analisis data 
kualitatif prosesnya berjalan (langkah-langkah) sebagai berikut : 
1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengna hal itu 
diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, 
mensistesikan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya. 
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 
makna, mencari dan menemukan pola, dan hubung-hubungan dan 
membuat temuan-temuan umum. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Digunakan metode deskriptif kualitatif dikarenakan 
penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari kondisi riil 
 
 
 
permasalahan serta bagaimana metode penerapan solusinya. Kondisi riil yang 
ada dilapangan dijadikan rujuakan untuk kemudian permasalahan yang ada 
tersebut, dianalisis dan dicari solusinya 
 
 
 
 
. 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
  
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
 
4.1.1. Sejarah singkat LAZISNU Kabupaten Sragen 
 
NU CARE LAZISNU merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakat 
Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004 
sesuai dengan amanah Muktal,;mar NU ke-31 yang digelar di Asrama Haji 
Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU 
CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama 
(NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta 
mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah 
(ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ketua Pengurus 
Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, 
M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah, Jakarta. Pada periode pertama, Lazisnu memfokuskan pada 
internal lembaga. 
 
Tahun 2010 diselenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di 
Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik 
sebagai Ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. 
Ketua terpilih dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 
2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 
 
 
 
2010-2015. Hingga akhir kepengurusan, Lazisnu terus berkembang dan bersaing 
dengan lembaga lainnya. 
 
NU CARE LAZISNU Jawa Tengah sendiri mendapatkan amanah 
kepengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama pada tahun 2013 sesuai 
dengan yang tertera pada Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 
(PWNU) Jawa Tengah No. PW.11/050/SK/XI/2013. Surat Keputusan 
tersebutlah yang menjadi dasar kepengurusan wilayah Jawa Tengah yang 
berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018. 
 
Pada tahun 2015, berdasarkan surat keputusan Nomor: 
15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU dibentuklah kepungurusan baru 
untuk masa khidmat 2015-2020 yang diketuai oleh Syamsul Huda, SH. Selama 
tahun 2013 hingga 2016 NU CARE – LAZISNU Jawa Tengah memfokuskan 
diri pada pembentukan cabang di tingkat kabupaten maupun kota. Hingga pada 
awal tahun 2017, NU CARE – LAZISNU Jawa Tengah mendapatkan 
Pengesahan dan pemberian izin operasional dari pengurus pusat NU CARE – 
LAZISNU. Pengesahan dan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan 
Nomor 103/LAZISNU/III/2017. 
 
Selain itu, perwakilan wilayah NU CARE – LAZISNU juga sudah 
mendapatkan izin operasional dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, 
yakni pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 373 / Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Operasional 
 
 
 
Kepada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat 
Perwakilan Provinsi. 
 
 
 
 
 
4.1.2. Visi dan Misi Organisasi 
 
Visi: 
Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infak, 
Sedekah, Wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan Profesional 
untuk kemandirian umat. 
Misi : 
 
1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk 
mengeluarkan zakat, Infak, Sedekah, dengan rutin. 
2. Mengumpulkan/Menghimpun dan mendayagunakan dan zakat, Infak, 
Sedekah secara professional, Transparan tepat guna dan tepat sasaran. 
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna 
mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses 
pendidikan yang layak. 
 
4.2. Hasil Penelitian 
 
4.2.1. Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi 
Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama 
Sragen 
 
LAZISNU Sragen dalam hal pencatatan Transaksi dan 
kegiatan pencatatan akuntansi zakatnya dijelaskan sebagai berikut : 
1. Karakteristik 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lulus 
sebagai Sekertaris Dan Bapak Haris sebagai Wakil Sekertaris LAZISNU 
menjelaskan bahwa karakteristik zakat apabila dilihat dari tata kelola yang baik 
yaitu yang memiliki sistem administrasi yang tertib dan stakeholders, muzaki 
serta masyarakat luas. 
 
 
 
Sedangkan Prinsip-prinsip syariah yang harus ditetapkan pada sebuah 
lembaga agar dikatakan memiliki tata kelola yang baik adalah jika memenuhi 
Prinsip-prinsip Lembaga Amil Zakat secara Syari’ah dan Kebijakan, oleh karena 
itu LAZISNU mempunyai slogan MANTAP (Modern, Amanah, Transparan, 
Akuntabel dan Profesional). 
Lembaga tersebut juga harus menerapan aturan-aturan yang telah 
disesuaikan berdasarkan PSAK 109 yaitu Mematuhi Undang-Undang Zakat 
yang di keluarkan oleh Kementrian RI , MUI dan BAZNAS, serta 
memaksimalkan fungsi Dewan Syariah yang memiliki peran sebagai pengarah, 
Pengawas dan pembimbing Lembaga dalam penerapan prinsip Syariah. 
2. Pengakuan Awal 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lulus 
sebagai sekertaris LAZISNU dan Bapak Haris sebagai wakil sekertaris 
LAZISNU menjelaskan bahwa Pengakuan awal adalah dalam Lembaga Amil 
Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen menerapakan cash basic yaitu 
proses pencatatan transaksi dimana transaksi akan dicatat pada saat penerimaan 
kas. LAZISNU Sragen tidak akan mencatat dana zakat apabila dana tersebut 
belum diterima oleh lembaga. 
 
Sebagai Contoh ilustrasi yang digambarkan oleh bapak Haris selaku 
wakil sekertaris Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen 
yaitu : Apabila ada muzakki yang akan berzakat 50 juta tetapi uangnya belum 
diserahkan ke lembaga dan baru akan diserahkan bulan depan maka tidak boleh 
dicatat terlebih dahulu. Apabila Muzakki datang menyerahkan Zakat pada Amil 
dengan menjelaskan jenis zakatnya dengan membaca Niat, Amil menerima zakat 
 
 
 
dan mengulang (menjelaskan maksud muzakki) dan menerima Zakat Muzakki, 
mendoakan muzakki dan memberi Kwitansi, maka lembaga baru boleh mencatat 
zakat tersebut.  
Sedangkan untuk dana yang diterima muzaki akan diakui sebagai 
penambah dana zakat yaitu apabila dalam bentuk kas sebesar dana yang 
diterima, dan apabila dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar non kas tersebut 
yaitu dengan cara mengukur barang tersebut dengan menggunakan nilai pasar 
seharga barang. Dalam menetukan nilai pasar, dari pihak lembaga tidak merasa 
kesulitan dikarenakan barang-barang yang diberikan muzaki sudah sesuai 
dengan harga pasar yang ada. 
 
3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakuan dengan Bapak Lulus 
sebagai Sekertaris dan Bapak Haris selaku wakil sekertaris LAZISNU Sragen 
menjelaskan bahwa pengukuran setelah pengakuan awal adalah apabila terjadi 
penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus 
diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau penguran dana amil tergantung 
dari sebab terjadinya kerugian tersebut. 
4. Penyaluran Zakat 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan deangan Bapak Lulus selaku 
Sekertaris LAZISNU dan Bapak Haris selaku Wakil Sekertaris LAZISNU 
Sragen menjelasakan bahwa penyaluran zakat adalah penyaluran dana zakat 
yang akan disalurkan kepada mustahiq. Apabila dana masih dikelola oleh 
 
 
 
Lembaga Amil Zakta Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen, maka hal tersebut 
belum dicatat sebagai pengurangan dana zakat. 
5. Penyajian Zakat 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lulus 
sebagai Sekertaris dan Bapak Haris sebagai wakil sekertaris di Lembaga Amil 
Zakat Infaq Sedekah Nahdatuk Ulama Sragen, Menjelaskan bahwa penyajain 
zakat adalah suatu dana yang disajikan dalam laporan keuangan yang disajikan 
secara terpisah, baik antaranya dana zakat, dana infaq atau sedekah, dana amil, 
dan dana nonhalal yang disajikan secara terpisahdalam neraca (laporan 
keuangan). 
Dijelaskan dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, bahwa didalam 
sebuah laporan keuangan, dana zakat, dan Infaq/shadaqah, dana amil, dana amil , 
dan dana non halah harus disajikan secara terpisah. Agar pihak-pihak yang 
memrlukan laporan keuangan dapat dengan mudah memahami isi dari laporan 
keuangan. Yaitu sebagai contoh dana non halal itu berasal dari semua 
penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara alain 
jasa giro, bungan yang berasal dari bank konvensioanal dan lain lain. 
Penerimaaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana 
zakat, dan infaq/shadaqah dan dana amil. 
6. Pengungkapan Zakat 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lulus selaku sekertaris dan 
Bapak Haris selaku wakil sekertaris di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah 
Nahdatul Ulama Sragen. Menjelaskan bahwa pengungkapan zakat adalah dalam 
 
 
 
suatu laporan keuangan dalam Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah 
Nahdatul Ulama Sragen dana zakat, dana infaq/Sedekah, dana amil dan dana 
nonhalal sudah diungkapkan. 
Pengungkapan dana zakat tidak hanya tentang dana zakat, dana 
infak/sedekah, dana amil, dana non halal saja. Tetapi terkait tentang 
kebijakan pembagian dana non amil atas penerimaan zakat, seperti presentase 
pembagian dan konsistensi. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan 
untuk penerimaan zakat non kas. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang 
mencakup jumlah beban pengelolaan juga diungkapkan dalam Catatan Atas 
Laporan Keuangan, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami 
dengan mudah isi dari laporan keuangan tersebut. 
 
4.1. Pembahasan 
 
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tidak dapat menganggap 
remeh terkait tentang akuntabilitas dana zakat. Akuntabilitas merupakan suatu 
hal yang kerap dituntut oleh masyarakat atau muzaki dari sebuah lembaga 
publik. Masyarakat atau muzaki merasa perlu mengetahui dana zakat dan kinerja 
lembaga publik tersebut, bahwa dana yang masyarakat atau muzaki serahkan 
telah digunakan secara benar atau tidak. 
Suatu lembaga publik, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil 
Zakat harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, karena akuntabilitas merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pemegang amanah (agent) kepada pemberi amanah 
(principal) 
 
 
 
dalam bentuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas 
dan kegiatan yang menjadi tanggungannya (Mardiasmo, 2009). 
Untuk itu, suatu lembaga zakat haruslah bersifat transparan, akuntabel 
dan sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dalam hal 
pengelolaan dana zakatnya. Dengan adanya transpransi, akuntabel dan sesuai 
dengan PSAK maka dalam pengelolaan dana zakatnya, dapat menciptakan 
suatu sistem administrasi dan tata kelola lembaga yang baik, sehingga rasa 
curiga dan ketidakpercayaan muzaki untuk membayarkan zakatnya kepada 
lembaga zakat dapat diminimalisir. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq 
Sedekah Nahdatul Ulama Sragen, akuntabilitas pengelolaan zakat 
berdasarkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat yaitu: 
4.1.1.  Karakteristik 
 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, karakteristik 
zakat adalaha zakat yang diterima amil dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah dan tata kelola yang baik. 
Berdasarkan hasil penerapan akuntansi zakat yang di terapakan di 
Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen bahwa dalam 
aspek karakteristik zakat, Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul 
Ulama Sragen sudah sesuai, hal ini bisa dilihat berdasarkan tata keloila yang 
baik yaitu sebuah lembaga harus memilkiki sebuah sistem administrasi yang 
tertib dan baik. Dikarenakan dana berasal dari umat, maka lembaga publik 
harus bersifat transparan dan akuntabel. 
 
 
 
Transparan dan akuntabel disini adalah dengan membuat laporan 
keuangan secara bertahap yang akan dilaporkan ke kantor pusat kemudian akan 
dipublikasikan. Sebelum dipublikasikan laporan tersebut harus melalui proses 
pengauditan terlebih dahulu. Sehingga dana yang dikelola dapat dipertanggung 
jawabkan pihak yang bersangkutan. 
Sedangkan bila dilihat dari prinsip-prinsip syariah, Lembaga Amil Zakat 
Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen sudah sesuai. Hal ini karena sebuah 
lembaga agar bisa dikatakan memiliki tata kelola yang baik yaitu sebuah 
lembaga harus menerapkan aturan yang berlaku yang sesuai dengan prinsip 
syariah yang terdapat dalam Al Qur’an dan Hadist sesuai dengan PSAK No. 109 
tentang akuntansi zakat. 
Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang zakat terdapat didalam Surat 
At-Taubah ayat 60 yang berisi tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. 
Serta PSAK No. 109 tentang akuntansi yang zakat yang tujuannya untuk 
mengatur pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat serta 
pertanggung jawaban atas laporan keuangan tersebut. 
4.1.2. Pengakuan Awal 
 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, pengakuan awal 
yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas dan aset lainnya diterima. 
Berdasarkan hasil penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 
yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen 
bahwa dalam pengakuan awal, Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul 
Ulama Sragen menerapkan cash basic maka pencatatan transaksi baru akan 
 
 
 
dilakukan setelah kas di terima, sedangkan biaya diakui pada saat mengeluarkan 
kas. 
Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, tetapi masih terkait 
tentang pengakuan awal, dana zakat yang diterima dari muzaki akan diakui 
sebagai penambah dana zakat, apabila dalam bentuk kas maka sebesar jumlah 
yang diterima, dan jika dalam bentuk no kas maka sebesar non kas maka sebesar 
nilai wajar aset non kas tersebut. 
Berdasarkan penerapan akuntansi zakat yang diterapkna di Lembaga 
Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen dalam aspek pengakuan 
awal, Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen sudah sesuai, 
hal ini bisa dilihat berdasarkan dengan cara mengukurnya menggunakan nilai 
pasar seharga barang tersebut. Dalam menentukan nilai pasarnya, pihak lembaga 
tidak merasa kesulitanb dikarenakan barang-barang yang diterima sudah sesuai 
dengan harga pasar yang sudah ada. 
 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, terkait tentang 
pengakuan awal, presentase dana zakat yang diterima oleh lembaga dan diakui 
sebagai dana amil untuk untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non 
amil. 
Berdasrakan hasil penerapan akuntansi zakat yang diterapkan di 
Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen bahwa dalam 
aspek pengakuan awal, Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama 
Sragen sudah sesuai, hal ini bisa dilihat berdasarkan presentase dana yang 
diterima untuk bagian amil yaitu sebesar 12,5% atau 1/8. Sedangkan untuk 
 
 
 
bagian dana non amil sebesar 12,5% atau 1/8 dari masing-masing asnaf. 
Pembagain ini disesuaikan dengan aturan yang berlaku 
Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang 
diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen 
bahwa dalam aspek pengakuan awal, Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah 
Nahdatul Ulama Sragen sudah sesuai, hal ini bisa dilihat berdasarkan presentase 
dana yang diterima untuk bagian amil yaitu sebesar 12,5% atau 1/8. Sedangkan 
untuk bagian dana non amil sebesar 12,5% atau 1/8 dari masing-masing asnaf. 
Pembagian ini disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu terdapat dalam 
surat At-Taubah ayat 60 yaitu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. 
Jumlah dana yang diterima Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah 
Nahdatul Ulama Sragen lebih banyak berasal dari Jumlah dana yang diterima 
Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen lebih banyak 
berasal dari zakat, infak/sedekah, kemudian CSR, karena lembaga melakukan 
kerjasama dengan berbagai perusahaan, maka kebanyakan dana diperoleh dari 
itu. Dana yang diperoleh dari CSR sebesar 20% dari biaya operasionalnya, dan 
infak sedekah sebesar 15% dari biaya oerasionalnya. 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, tetapi masih 
terkait tentang pengakuan awal, muzaki menentukan mustahiq yang harus 
menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima 
seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Apabila muzaki telah menentukan 
mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat yaitu melalui amil, maka amil 
mendapatkan ujrah/fee dan diakui sebagai penambah dana amil. 
 
 
 
Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang 
diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen 
bahwa dalam aspek pengakuan awal, Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah 
Nahdatul Ulama Sragen sudah sesuai, hal ini bisa dilihat berdasarkan dalam hal 
penyaluran dananya harus disesuaikan dengan akad yang disampaikan di awal 
perjanjian. Apabila nominal dananya sudah ditetapkan oleh muzaki maka amil 
tidak berhak mengambil uang tersebut untuk bagiannya. 
 
 
 
 
BAB V 
 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
 
Penerapan akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul 
Ulama Sragen sudah sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat. 
Namun Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen belum 
menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan yang menyediakan informasi bagi 
para pengguna laporan keuangan mengenai gambaran umum lembaga, ikhtiar 
kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos keuangan. Sehingga dengan 
disajikan Catatan atas Laporan keuangan dapat memudahkan laporan keuangan 
dalam memperoleh informasi. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
 
Dalam Penelitian ini peneliti hanya berfokus pada PSAK No. 109 tentang 
akuntansi zakat. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah terbatasnya 
dalam pengumpulan data. Hasil pengumpulan data yang di dapat oleh peneliti 
belum maksimal dikarenakan kebijakan lembaga. 
5.3. Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan dana keterbatasan penelitian di atas maka peneliti 
memberikan saran Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdatul Ulama Sragen 
sebaiknya mampu menyajiakn catatan atas laporan keuangan sehingga 
memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi. 
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 Transkip Wawancara      
 Teknik Pengumpulan Data  :  Wawancara 
       
 Hari, Tanggal    : Rabu, 19 Februari 2020 
        
 Waktu    :  10.00 
       
 Kegiatan    : 
Mencari Informasi terkait penerapan 
Akuntansi 
       Zakat sesuai dengan PSAK No. 109 
       
 Lokasi    : Jl. Diponegoro No. 80 Sragen 
        
 Sumber Data    :  Primer 
        
 Peneliti    :  Aprilia Nugrahenny 
        
 Informan    :  Bapak Haris 
       
Deskripsi Wawancara:  
   
Peneliti : 
Zditerima  oleh  amil  dikelola  sesuai  dengan  prinsip-
prinsip syariah  dan  tata  kelola  yang  baik.  Bagaimana 
agar bisa dikatakan tata kelola yang baik? 
  
 
   
Informa
n : 
Tata Kelola yang baik adalah jika memenuhi Prinsip-
prinsip 
  Lembaga Amil  Zakat secara Syari’ah dan Kebijakan, oleh 
  karena itu LAZISNU mempunyai slogan MANTAB 
  
( Modern, Amanah, Transparan, Akuntabel dan 
Profesional) 
   
Peneliti : 
Prinsip-prinsip syariah yang seperti apa yang diterapkan 
pada 
  sebuah  lembaga  khususnya  di  LAZISNU  sendiri  agar 
  
lembaga itu dapat dikatakan memiliki tata keola yang 
baik? 
   
Informa
n : Mematuhi Undang-Undang Zakat yang di keluarkan oleh 
  
Kementrian RI , MUI dan BAZNAS, serta 
memaksimalkan 
  fungsi Dewan Syariah yang memiliki peran sebagai 
  pengarah, Pengawas dan pembimbing Lembaga dalam 
  penerapan prinsip Syariah. 
     
 
 
 
 
  
  penerimaan  zakat  diakui  pada  saat  kas  atau  aset  lainnya 
Peneliti : Diterima? 
   
   
Informan : Jadi begini sesuai dengan PSAK 109, kita kan lembaga amil 
  zakat yang apa apanya itu semua langsung ke pusat. Nah 
  dalam  pembukuannya  itu  menganut  cash  basic  bukan 
  accrual basic. Apa bedanya? Nah dalam accrual itu belum 
  diterima tapi bisa diakui duluan. Contohnya kalau di bank itu 
  belum  diterima  tapi  sudah  diakui  duluan.  Tapi  zakat  itu 
  menggunakan cash basic artinya, penerimaan zakat itu diakui 
  pada saat kas juga diterima. 
   
Peneliti : Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah 
  dana  zakat  yaitu  apabila  dalam  bentuk  kas  maka  sebesar 
  jumlah  yang  diterima,  jika  dalam  bentuk  non  kas  maka 
  sebesar  nilai  wajar  aset  non  kas  tersebut.  Nah  bagaimana 
  pengukurannya? 
   
Informan : Untuk menentukan nilai wajar nonkas yang diterima dengan 
  yaitu dengan menggunakan Harga Pasar 
   
Peneliti : dari dana nonkas itu biasanya  berasal dari zakat apa 
  pak? 
   
Informan : Kebanyakan Zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya mereka 
  memberikan dalam bentuk Zakat Perniagaan, Zakat Emas, 
  Zakat Pertanian dll. Yang belum diuangkan. 
Peneliti : Penentuan   nilai   wajar   aset   nonkas   yang   diterima 
  menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, 
  maka  dapat  menggunakan  metode  penentuan  nilai  wajar 
  lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Nah 
  apabila tidak ada nilai wajarnya itu menggunakan apa pak? 
  Trus atas dasar apa kenapa menggunakan itu? 
   
 
 
 
Informan : Mengikuti Kebijakan BAZNAS dan MUI    
   
Peneliti : Zakat yang diterima oleh lembaga diakui sebagai dana amil 
  untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. 
  Nah di LAZISNU ini berapa realisasi presentase dana bagian 
  amil dan berapa realisasi dana bagian untuk non amil?  
        
Informan : zakat  itu kan  ada 8  asnaf,  kalau  8 asnaf itu kan 
  masing-masing ya 1/8. Jadi berapa untuk amil ya maksimal 
  12,5% itu sudah aturan bakunya seperti itu. Tapi kebanyakan 
  justru kami dari zakat, infak, sedekah, kemudian CSR karena 
  kerjasama  dengan  perusahaan,  maka  kami  kebanyakan 
  dapatnya dari situ.  Dari CSR 20% dari biaya operasionalnya, 
  dan infak sedekah 15% dari biaya oprasionalnya. Dan untuk 
  sisanya yaitu untuk non amil    
       
Peneliti : Penentuan jumlah Atau persentase bagian untuk 
  masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan 
  prinsip  syariah  dan  kebijakan  amil.  di  LAZISNU  itu 
  bagaimana  realisasi  presentase  yang  ditetapkan  oleh  amil 
  untuk masing-masing mustahiq? Yang dijelaskan tadi ya pak 
  berarti ya? Yang 1/8 tadi ya?    
   
Informan : Secara global Zakat Harus dibagikan secara kepada 8 Ashnaf 
  sebagaimana tertuang dalam Q.S At-taubah Ayat 60, namun 
  melihat  realita dalam  sebuah  daerah  ada  beberapa  Ashnaf 
  yang   tidak   ditemukan,   Maka   Presentase   tergantung 
  kebutuhan, dalam arti jika pada saat penyaluran Zakat hanya 
  ada   beberapa   Ashnaf   maka   dikeluarkan   bahkan   bisa 
  dihabiskan untuk Ashnaf yang ada.    
   
Peneliti : Apa  landasaran  syariah/kebijakan  yang  digunakan  untuk 
  menentukan presentase tersebut?    
   
Informan : surat At-Taubah ayat 60 tadi itu sama PSAK itu aja sudah 
  jelas.      
      
Peneliti : Muzaki   menentukan mustahiq   yang harus menerima 
        
 
  
 
 
 
  
penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang 
diterima 
  
seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Apabila muzaki 
telah 
  menentukan  mustahiq  yang  harus  menerima  penyaluran 
  
zakat yaitu melalui amil, maka amil mendapatkan 
ujrah/fee 
  
dan diakui sebagai penambah dana amil. Nah itu 
ilustrasinya bagaimana pak? 
   
Informan : 
Muzakki   menyalurkan   Zakatnya   Lewat   Kami   
dengan 
  
menentukan si Fulan sebagai penerima Zakat tersebut, 
maka 
  
Amil boleh mengambil Ujrah /fee dari Zakat tersebut dan 
fee 
  itu menjadi penambah dana Amil. 
Peneliti : 
Besarannya  ujrah/fee  yang  diperoleh  oleh  amil  itu  
berapa pak? 
   
Informan : 
Untuk  Ujrah/fee  yang  diperoleh  oleh  amil  yaitu  
sebesar 
  12,5% 
   
Peneliti : Terkait  tentang  pengukuran  setelah  pengakuan  awal. 
  Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah 
  kerugian  yang  ditanggung   harus  diperlakukan  sebagai 
  pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung 
  
dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Nah ilustrasinya 
itu 
   
Informan : 
Itu  kan  ada  di  PSAK  ya.  Ya  itu  tergantung.  Nanti  
kan 
  
tergantung  darimananya.  Kita  investigasi  dulu,  apakah  
itu 
  
berasal dari human error ataukah memang itu suatu 
bencana 
  
yang tidak bisa kita hindari. Nah kalau itu human error ya 
itu 
  berarti  yang  salah  manusianya.  Kalau  itu  memang  dari 
  
bencananya ya kita coba pengurang dana zakatnya seperti 
itu. 
  Pokoknya kita investigasi dulu. Tapi kita kebetulan belum 
  pernah terjadi. 
   
Peneliti : Kalau misal pernah terjadi berarti di investigasi dulu begitu 
  ya pak ya? 
   
 
 
 
 
 
 
 
Informan : Dana Zakat yang belum disalurkan di jadikan sebuah Usaha 
  atau Investasi, agar dana itu berkembang dan hasil dari usaha 
  itu murni untuk kesejahteraan para Mustahiq. 
   
Peneliti : Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana 
  zakat,  jika  terjadi  tidak  disebabkan  oleh  kelalaian  amil; 
  kerugian  dan  pengurang  dana  amil,  jika  disebabkan  oleh 
  kelalaian amil. 
Informan : Dana Zakat yang belum disalurkan di jadikan sebuah Usaha 
  atau Investasi, agar dana itu berkembang dan hasil dari usaha 
  itu murni untuk kesejahteraan para Mustahiq. 
   
Peneliti : Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana 
  zakat,  jika  terjadi  tidak  disebabkan  oleh  kelalaian  amil; 
  kerugian  dan  pengurang  dana  amil,  jika  disebabkan  oleh 
  kelalaian amil. 
   
Informan : 1. Kebijakan penyaluran Zakat 
  2. Kebijakan dana Amil dan Non Amil 
  3. Metode Nilai Wajar penerimaan dana nonkas 
  4. Rincian jumlah penyaluran 
  5. Hubungan istimewa antara Amil dan Mustahiq 
Peneliti :  terkait  tentang  penyaluran  dana  zakat.  Zakat  yang 
  disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana 
  zakat  sebesar:  jumlah  yang  diserahkan,  jika dalam  bentuk 
  kas;  jumlah  tercatat,  jika  dalam  bentuk  aset  nonkas.  Jadi 
  penyaluran dana zakat akan diakui oleh amil pada saat dana 
  tersebut  sudah  diterima  mustahiq.  Apabila  dana  masih 
  dikelola oleh amil/lembaga maka dianggap bukan penyaluran 
  zakat. Nah itu bagaimana gambarannya pak?? 
   
Informan : kita kan cash basic. Kita menerima uang/barang baru kita 
  buku.  Nah   penyaluran   pun  sama,   begitu  kita  sudah 
  menyalurkan dan sudah diterima oleh mustahiq ya baru kita 
  catat kita bukukan. Begitu juga dengan tunai, kita salurkan 
  dan  mereka  sudah  menerima  baru  kita  catat,  seperti  itu. 
  Selama masih kita kelola/kita pegang ya belum kita catat. Itu 
  yang  cash  basic.  Kalau  yang  accrual  basic  kan  bisa 
  ditangguhkan dulu. 
   
 
 
 
Peneliti : Trus  terkait  penyajian  zakatnya  itu  amil  menyajikan  dana 
  zakat, dana  infak/shadaqah,  dana  amil,  dan  dana  nonhalal 
  secara  terpisah  dalam  neraca  (laporan  posisi  keuangan). 
  Apakah itu sudah benar-benar dipisahkan ataukah belum? 
   
 
 
 
Informan : Kami  mengambil  12,5%  dari  keseluruhan  Dana Zakat 
  sebagai  Dana  Amil,  Hal  itu  kami  mengacu  atas  Prinsip 
  Syariah  dan  Undang-Undang  BAZNAS  Nomor  1  tahun 
  2016.  
   
Peneliti : Trus terkait dengan pengungkapan zakatnya itu, amil harus 
  mengungkapkan  hal-hal  berikut  terkait  dengan  transaksi 
  zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, 
  seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima. 
   hal-hal apa saja yang seharusnya diungkapkan?  
   
Informan : Ya tergantung dari kebijakan masing-masing yang ada disitu. 
  Termasuk prioritas mana yang harus diutamakan tergantung 
  darimana  tingkat  kebutuhannya/urgentnya.  Apalagi ya? 
  Banyak mbak. Soalnya saya juga kurang tau. Itu bisa dilihat 
  di  laporan  keuangannya  ada  semua  mbak.  Itu  dilihat  di 
  PSAK juga karena kita menggunakan pedoman itu makanya 
  kita mendapatkan WTP tadi.  
   
Peneliti : Apakah  ada  urutannya  dalam  pengungkapannya  itu  nggak 
  pak?  Apa  yang  harus  diungkapkan  dulu  itu,  apakah  ada 
  urut-urutannya?  
   
Informan : soalnya yang bikin itu pusat jadi saya kurang tau mbak. Tapi 
  kita sudah menyesuaikan dengan PSAK itu tadi. Karena saya 
  yakin  kalau  kantor  pusat  sudah  membuat  sesuai  dengan 
  aturan  yang  berlaku,  karena  kantor  pusat  nggak  mungkin 
  menyalahi aturan.  
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